BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR \0 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

a. bahwa adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat

strategis serta prioritas maka perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 perlu
ditetapkan dengan peraturan daerah melalui mekanisme

yang telah ditentukan dalam peraturan-perundangan;

. bahwa rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran
2019 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan
Gubernur Gorontalo Nomor 288/29/1X/2019 tanggal
Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalom Utara Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan
Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran
2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4060) ;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286: ;

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega,ra Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan = Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan :

dan

BUPATI GORONTALO UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula : Rp. 775.880.888.510.-
b. Bertambah : Rp. 9.038.299.828,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ¢ Rp.
784.919.188.388,-
2. Belanja
a. Semula :Rp. 801.512.205.885,-
b. Bertambah : Rp. 3.065.185.582,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 804.577.391.467,-
(Defisit setelah perubahan) : Rp. 19.658.203.129.-

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan



1). Semula : Rp. 32.631.317.375;-
2). Berkurang :Rp. 4.973.114.246,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan:
: Rp. 27.658.203.129,-
b. Pengeluaran
1). Semula : Rp. 7.000.000.000,-
2). Bertambah : Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
: Rp. 8.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
: Rp. 19.658.203.129,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. O,-

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) terdiri dari :
a). Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1). Semula : Rp. 29.543.779.510,-
2). Bertambah : Rp. 6.120.020.928,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp 35.663.800.438,-

b. Dana Perimbangan sejumlah
1). Semula : Rp. 590.625.065.000,-
2). Berkurang : Rp. 108.521.100,-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan :
Rp. 590.516.543.900,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
1). Semula : Rp. 155.712.044.000,-
2). Bertambah :Rp  3.026.800.000,-
Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah setelah
Perubahan :Rp. 158.738.844.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah
1). Semula : Rp. 7.608.000.000,-



2). Bertambah :Rp 2.988.004.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
: Rp.10.596.004.000,-

b. Retribusi daerah sejumlah
1). Semula : Rp. 7.530.100.000,-

2). Bertambah : Rp 2.000.000.000,-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
: Rp. 9.530.100.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah

1). Semula : Rp. 2.000.000.000,-
2). Bertambah : Rp. 1.150.000.000,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah
Perubahan : Rp. 3.150.000.000,-

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1). Semula : Rp. 12.405.679.510,-

2). Berkurang :Rp.  17.983.072,-

Jumlah lain-lain PAD setelah Perubahan
:Rp. 12.387.696.438,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak & Bukan Pajak sejumlah
1). Semula : Rp. 9.997.561.000,-
2). Bertambah/(berkurang) :Rp. 441.738.900,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak setelah

Perubahan : Rp 10.439.299.900.-
b. Dana alokasi umum sejumlah
1). Semula : Rp. 416.503.866.000,-

2). Bertambah /(berkurang) Rp. O0,-
Jumlah alokasi umum setelah Perubahan

Rp. 416.503.866.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah
1). Semula : Rp. 164.123.638.000,-

2). Berkurang : Rp. 550.260.000,-

Jumlah alokasi umum setelah Perubahan
Rp. 163.573.378.000,-



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah sejumlah
1). Semula : Rp. 17.794.800.000,-
2). Bertambah : Rp. 326.800.000,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan : Rp. 18.121.600.000,-
b. Dana darurat sejumlah
1). Semula : Rp. O,
2). Bertambah/(berkurang): Rp. O,-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan : Rp. O,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
1). Semula : Rp. 15.888.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang) : Rp. 2.200.000.000,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp. Rp. 18.088.000.000,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
1). Semula : Rp. 20.909.431.000,-
2). Bertambah : Rp. 101.119.813.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
setelah Perubahan : Rp. 122.029.244.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah

lainnya
1). Semula : Rp. 00,-
2). Bertambah : Rp. 500.000.000,-

Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan
Rp. 500.000.000,-
f. Pendapatan Dana Desa sejumlah
1). Semula : Rp. 101.119.813.000,-
2). Berkurang : Rp. 101.119.813.000,-,-
Jumlah Pendapatan Dana Desa setelah perubahan
Rp.00,- ( Penyesuaiam Kode Rekening )

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari:



a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
1. Semula : Rp. 399.251.162.614,-
2. Berkurang : Rp. 4.218.506.857,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
: Rp. 395.032.655.757,-

b. Belanja Langsung sejumlah
1. Semula : Rp. 402.261.043.271.-
2. Bertambah : Rp. 7.283.692.439,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
: Rp. 409.544.735.710,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
1. Semula Rp. 229.054.022.814,-
2. Bertambah Rp. 645.334.893,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 229.699.357.707,-
b. Belanja bunga sejumlah
1. Semula Rp. 00,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 00,-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 00,-
c. Belanja subsidi sejumlah
1. Semula Rp. 00,-
2. Berkurang Rp. 00,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 00,-
d. Belanja hibah sejumlah
1. Semula Rp. 16.049.064.800,-
2. Berkurang Rp. 144.800.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 15.904.264.800,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah
1. Semula Rp. 6.305.000.000,-
2. Berkurang Rp. 2.919.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 3.386.000.000,-
Belanja bagi hasil sejumlah
1. Semula Rp. 790.000.000,-

=



2. Bertambah /(berkurang) Rp. 100.000.000,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 890.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
1. Semula Rp. 144.553.075.000,-
2. Bertambah Rp. 189.798.250,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp. 144.742.873.250,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah
1. Semula Rp. 2.500.000.000,-
2. Berkurang Rp. 2.089.840.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 410.160.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
1. Semula Rp. 49.071.594.345,-
2. Berkurang Rp. 757.766.286,-
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 48.313.828.059,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
1. Semula Rp. 190.941.555.036,-
2. Bertambah Rp. 13.590.459.076,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp. 204.532.014.122,-
c. Belanja modal sejumlah
1. Semula Rp. 162.247.893.890,-
2. Berkurang Rp. 5.549.000.351,-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp. 156.698.893.539,-

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah
1. Semula Rp. 32.631.317.375,-
2. Berkurang Rp. 4.973.114.246,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan
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Rp. 27.658.203.129,-
b. Pengeluaran sejumlah
1. Semula Rp. 7.000.000.000,-
2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 8.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula Rp. 32.631.317.375,-
2. Berkurang Rp 4.973.114.246,-
Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 27.658.203.129,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1. Semula Rp. 00,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 00,-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah
1. Semula Rp. 00,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
setelah Perubahan Rp. 00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula Rp. 00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-

Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan Rp. 00,-
e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah

1. Semula Rp. O,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. O0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah Perubahan Rp. O,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
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1. Semula Rp. O,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. —
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula Rp. 7.000.000.000,-
2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan
Rp. 8.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1. Semula Rp. 0,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1. Semula Rp. O,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. O0,-

Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

4. LampiranlV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,

5. Lampiran [Va Rekapitulasi Penggunaan  Sumber Dana
Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan
Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran [Vb Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;
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7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan ;

9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

10.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;

11.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah :

12.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya ;

13.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini ;

14.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan

15.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7
[Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA
Tahun 2018 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan
SILPA Tahun 2018 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.:

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Bukan merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi.

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.



(3)

(4)

(9)

(7)

(8)

(9)
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c. Berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah daerah,
dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan

perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja

Tidak Terduga.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di

atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan

APBD.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di

atas memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Dimaksudkan untuk program dan kegiatan layanan dasar
masyarakat;

b. Pengeluaran atau pembayaran yang bila ditunda akan
menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat

dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 9

Program dan Kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran

2019 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari

Pemerintah Pusat atau fihak lain misalnya fihak asuransi, dapat
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dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-

sumber tersebut.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 18 September 2019

UPATI GORONTALO UTARA, (/

} INDRA YASI

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 1€ September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,/

RIDW. ASIN, SH, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019
NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI
GORONTALO; ( |0/37 /20%) )



